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ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) PKPU
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi
Tenggara Nomor 053/PW.24/A.7/09/2020 tanggal 2 September 2020, telah
merekomendasikan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi
Tenggara sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jasmani,
Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bakal pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Buton Utara Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara
tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Tempat
Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas
Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara

Tahun 2020;



Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara
Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4690);

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5571);

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonosia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati



dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826)
sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 159);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193);

Keputusan KPU Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2017 tentang
Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar
Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan
Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-
Kab/V1/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten
Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara Nomor 41/PL.02.2-
Kpt/7410/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan untuk



CATATAN:

Parpol atau gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Buton Utara Tahun 2020;

Dalam keputusan KPU Nomor 51/PP.2-Kpt/7410/KPU-Kab/1X/2020
diatur tentang:

Menetapkan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi
Tenggara sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jasmani,
Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bakal pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini berlaku sejak Tanggal
diundangkan Tanggal 03 September 2020



